WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 43 TAtturi 2014
TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 38
TAILIUN 2014 TENTANG PEMBERIAN DAN PFEMBERHENTIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanyva perubahan ketentuan dalam
hal menentukan  pililhan antara  Tambahan
Penghasilan Pegawai dengan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Walikota Scmarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan
Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian
Tambahan Pe¢nghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Titnur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Dacrah [stimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355},




6.

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemnerintahan NDaerah (Lembaran  Negara Republil
Indonesia  Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negura Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talhunl992
Nomor 89j;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l.ombaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);




13.

14,

15.

16,

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjungen
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembartran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemcrintah Rcpublik Indoncsia Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161];

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestagi Kerja Tegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tabhun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor |]
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor
1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Dacrah Kota Scmarang,
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor
30A), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor
22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010
tentatg Pelaksatraan Pemberian dan  Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor
22A);




21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1C Tahun 2011
tentang Pclaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pernungutan Retribusi Daerah Kota Semarang
(Berita Dacrah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1C)

MEMUTUSKAN:

Menectapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN DAN
PEMBERIENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014
tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Pengahsailan Pegawai bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang diubah sebagai
berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai
berikudt :

Pasal 5

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berlaku bagi PNS yang
bertugas di SKPD / Unit Kerja sebagai berikut:

a. Badan Lingkungan Hidup;

b. Dinas Kesehatan,

¢,  Dinas Bina Muargs;

d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya
Mineral,

€c.
f.
o
h.
I
i.
k.
1.
m.
.
Q.
p.
4.
T.
8.

Dinas Kebakaran;

Dinas Tata Kota dan Perumahan;

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reldame;
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
Dinas Kebersihan dan Perlamanan,;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Kelautan dan Perikanan,

Dinas Pasar,

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Dinas Tenaga Kerja dan Trangmigrasi;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
Kecamatan dan Kelurahan.




Pasal II
FPeraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memecerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 De Sl 9plq

WAL MARANG

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang

pada tanggal Qq DSl 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

el

ADI TRI HANANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 40




